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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 51 /PMK.08/2019 

TENTANG 

PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK 

DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : a. bahwa penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana 

domestik dengan cara private placement merupakan 

upaya untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang 

strategis dan prospektif dengan tingkat bunga yang 

terbaik pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam 

mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

b. bahwa untuk memperluas jangkauan pelaksanaan 

penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana domestik 

dengan cara private placement, perlu melakukan 

perluasan pihak yang dapat mengajukan penawaran 

pembelian Surat Utang Negara di pasar perdana domestik 

dengan cara private placement kepada Pemerintah 

melalui Dealer Utama atau tanpa melalui Dealer Utama; 

c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

118/PMK.08/2015 tentang Penjualan Surat Utang 

Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di 

Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement 

perlu disempurnakan untuk memenuhi dan 
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menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan 

kebutuhan hukum di bidang pengelolaan Surat Utang 

Negara, sehingga peraturan dimaksud perlu diganti 

dengan yang baru;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik 

dengan Cara Private Placement;  

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4236); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN 

SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK 

DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN 

adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan 

utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing 

yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh 

Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya. 

2. Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang 

berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan 

dengan pembayaran bunga secara diskonto. 

3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih 

dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau 

dengan pembayaran bunga secara diskonto. 
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4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan Negara.  

5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 

yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah 

pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian 

Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan 

pembiayaan dan risiko. 

6. Pasar Perdana Domestik adalah penjualan SUN yang 

dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali. 

7. Penjualan SUN dengan cara Private Placement adalah 

transaksi SUN yang dilakukan oleh Pemerintah dengan 

Pihak secara bilateral, dengan ketentuan dan persyaratan 

(terms and conditions) SUN sesuai kesepakatan. 

8. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia 

maupun warga negara asing dimanapun mereka 

bertempat tinggal, perusahaan atau usaha bersama baik 

Indonesia maupun asing yang didirikan atau bertempat 

kedudukan di wilayah Republik Indonesia, Bank 

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin 

Simpanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan 

Usaha Milik Negara dan/atau Badan Layanan Umum  

di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, Pemerintah 

Daerah, dan/atau Dealer Utama. 

9. Residen adalah orang perseorangan warga negara 

Indonesia dimanapun mereka bertempat tinggal, 

perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia ataupun 

asing yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

wilayah Republik Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas 

Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Usaha Milik 

Negara dan/atau Badan Layanan Umum di bawah 

pembinaan Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, 

dan/atau Dealer Utama.  

10. Bank Indonesia adalah badan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 2009.  

11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, 

adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan.  

12. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat 

LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. 

13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya 

disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk 

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial baik 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan maupun 

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

14. Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan 

Kementerian Keuangan yang selanjutnya disingkat BUMN 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan, yang pembinaannya berada di bawah 

Kementerian Keuangan. 

15. Badan Layanan Umum di bawah pembinaan Kementerian 

Keuangan yang selanjutnya disingkat BLU adalah 

instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas, yang pembinaannya berada di bawah 

Kementerian Keuangan. 

16. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan 
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Daerah. 

17. Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang 

ditunjuk Menteri sebagai dealer utama sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai Dealer Utama. 

18. Penawaran Pembelian SUN adalah pengajuan penawaran 

pembelian SUN di Pasar Perdana Domestik dengan cara 

Private Placement kepada Pemerintah oleh Bank 

Indonesia, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah 

Daerah dan/atau Dealer Utama. 

19. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan 

oleh investor dalam persentase per tahun. 

20. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN yang terdiri 

dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN. 

21. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem 

pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 

 

Pasal 2 

(1) Penjualan SUN dengan cara Private Placement 

diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri. 

(2) Penyelenggaraan penjualan SUN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat 

Utang Negara. 

 

BAB II 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN 

 

Pasal 3 

(1) Residen dapat membeli SUN dengan cara Private 

Placement di Pasar Perdana Domestik dalam mata uang 

Rupiah dan/atau dalam valuta asing. 

(2) Pihak selain Residen dapat membeli SUN dengan cara 

Private Placement di Pasar Perdana Domestik hanya 

dalam mata uang Rupiah. 

(3) Pembelian SUN dengan cara Private Placement oleh Pihak 

selain Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, 
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